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https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr Analisis Penangkapan Terduga Teroris
oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dari Perspektif Penegakan Hukum-
Joseph Goldstein Marthsian Yeksi Anakottal*, Erwin B. Ubrwarin2, Roni G.
Raja Gukguk3 1Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika,
Indonesia 2Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Indonesia 3LBH Mawar
Saron Jakarta, Indonesia *Corresponding e-mail: marthsiananakotta@
gmail.com Info Artikel Masuk: 22 Janurai 2021 Direvisi: 14 April 2021
Disetujui: 03 Mei 2021 Keywords: Terrorist; Anti-Terror; Law Enforcement
Kata kunci: Teroris; Anti-Teror; Penegakan Hukum DOI:
http://dx.doi.org/10.372 53/jjr.v23i1.4346 Abstract Densus 88 AT is a special
police unit that has the duty and authority to enforce the law on criminal acts
of terrorism. As law enforcers, Densus 88 AT has the authority to carry out
the arrest of suspected terrorists based on Law No. 5/2018. Based on the
theory of law enforcement by Joseph Goldstein, law enforcement is divided
into three areas, namely: total enforcement, full enforcement, and actual
enforcement. This paper is a law-normative research which aims to identify
and understand the arrest of suspected terrorists by Densus 88 AT from the
perspective of law enforcement by Joseph Goldstein. The conclusions are as
follows: the status of a suspect is unknown in the Indonesian Criminal Code;
Densus 88 AT has the authority to arrest suspected terrorists based on RI
Law Number 5 of 2018; and in the three areas of law enforcement, Densus
88 AT has discretionary power in three areas of discretion, namely: choosing
objectives, intervention methods, and field procedures. Abstrak Densus 88 AT
merupakan kesatuan khusus Polri yang bertugas dan berwenang melakukan
penegakan hukum tindak pidana terorisme. Sebagai penegak hukum, Densus
88 AT berwenang melakukan tindakan penangkapan terduga teroris
berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan teori penegakan
hukum oleh Joseph Goldstein, penegakan hukum dibagi kedalam tiga area,
yaiu: total enforcement,_full enforcement, dan actual enforcement. Tulisan ini
ialah penelitian hukum-normatif yang bertujuan mengetahui dan memahami
penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT dari perspektif penegakan
hukum oleh Joseph Goldstein. Kesimpulannya adalah sebagai berikut: status
terduga tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Densus 88 AT
berwenang melakukan penangkapan terduga teroris berdasarkan UU RI
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Nomor 5 Tahun 2018; dan di dalam tiga area penegakan hukum, Densus 88
AT memiliki kewenangan diskresi-memilih pada tiga bidang diskresi, yaitu:
memilih tujuan, metode intervensi, dan prosedur lapangan. Copyright© 2021
by Author(s) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-Share Alike 4.0 International License. A. PENDAHULUAN
Kejahatan terorisme di era globalisasi tidak hanya mengancam keamanan
dan ketertiban hukum dalam masyarakat, melainkan juga dapat mengancam
dan membahayakan pertahanan-keamanan nasional serta kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Anakotta & Disemadi, 2020). Selama ini
Indonesia menggunakan pendekatan hukum untuk menanggulangi kejahatan
terorisme berdasararkan paradigma penegakan hokum melalui Sistem
Peradilan Pidana (criminal justice system) yang dimotori oleh Polri dengan
satuan khusus, Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88 AT) sebagai
ujung tombaknya. Selain pendekatan hukum, Indonesia juga menggunakan
pendekatan militer-dapat dilihat pada satuan tugas gabungan TNI-Polri dalam
Operasi Tinombala untuk memberantas kelompok teroris Mujahidin Indonesia
Timur (MIT) pimpinan teroris Ali Kalora di Poso, Sulawesi Tengah. Di
Indonesia "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang_Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” telah mengatribusikan
kewenangan kepada Polri (Densus 88 AT) untuk menanggulangi kejahatan
terorisme menggunakan upaya paksa sebagai salah satu bentuk penegakan
hukum. Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Bab V KUHAP yaitu
tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan,
pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Melihat dari beberapa
tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 AT terhadap para
pelaku terorisme, terdapat beberapa orang yang berstatus ‘terduga’ teroris,
sedangkan dalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya status ‘terduga.’
Terduga bukan merupakan terminologi hukum pidana dan hukum acara
pidana. Terbaru, pada tanggal 6 Januari 2021, tim Densus 88 AT bersama
Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar telah berhasil menangkap
20 orang terduga teroris di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dilaporkan
bahwa, sejumlah orang yang ditangkap diduga tergabung dalam jaringan
kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sulawesi Selatan (Himawan,
2021). Istilah ‘terduga’ biasanya digunakan oleh media massa (cetak atau
elektronik) untuk mengidentifikasi seseorang yang ditangkap, dan belum
memiliki status hukum yang jelas. Dalam hukum pidana formil dikenal
beberapa status bagi orang yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu: saksi,
tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana (warga binaan Lapas).
Menyoal status ‘terduga’ mengantar kita melihat secara kritis dan analitis lagi
dalam kerangka yang lebih komprehensif tentang penangkapan yang
dilakukan oleh Densus 88 AT terhadap ‘terduga’ teroris dalam perspektif
penegakan hukum. Penelitian dengan tema serupa telah banyak dilakukan
sebelumnya, hanya saja sejauh yang peneliti dapatkan, belum ada yang
memfokuskan pembahasannya pada aspek status ‘terduga’ teroris, dan
dengan menggunakan teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein.
Beberapa diantaranya yaitu, Richardo H. Lomboan (2020), dalam penelitian
berjudul Ketentuan Khusus Tentang Penangkapan Dalam Tindak Pidana
Terorisme, menyimpulkan bahwa, pertama, syarat penangkapan dalam
dugaan tindak pidana terorisme tetap memperhatikan syarat penangkapan
menurut KUHAP dengan pengecualiaan yang ditentukan dalam Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu berkenaan dengan
syarat “bukti permulaan yang cukup” di mana sebagai ketentuan khusus
yakni: 1) alat bukti dalam tindak pidana terorisme sudah lebih luas karena
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telah mencakup alat bukti dokumen elektronik, 2) adanya tata cara khusus
untuk menentukan sudah adanya bukti permulaan yang cukup berupa
penetapan pengadilan, dan 3) bukti permulaan yang cukup dapat
menggunakan setiap laporan intelijen; kedua, jangka waktu penangkapan
dalam tindak pidana terorisme semula paling lama 7x24 jam menurut Pasal
28 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002, yang
kemudian direvisi dalam Pasal 28 UU RI Nomor 5 Tahun 2018 dengan
menambah masa waktu menjadi paling lama 14 hari dengan perpanjangan
paling lama 7 hari (Lomboan, 2020). Louis Tappangan (2019) dalam
penelitiannya berjudul Penangkapan dan Penahanan Terduga Pelaku Tindak
Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Hukum Indonesia berpendapat
bahwa, karakteristik penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana
terorisme diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018.
Berdasarkan pengaturan tersebut maka, proses penangkapan dan penahanan
oleh Densus 88 AT merupakan bagian integral dari kepolisian. Penangkapan
dan penahanan pelaku tindak pidana terorisme didasari oleh bukti permulaan
yang cukup dan surat perintah penangkapan sebagaimana diatur di dalam
KUHAP. Terdapa perbedaan masa waktu penangkapan yang diatur dalam
Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003
(Tappangan, 2019). Taufik Hidayat, Diding Rahmat, dan Yunusrul Zen (2018)
dalam penelitian berjudul Analisis Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa,
pertama, perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam Pasal 28
Undang-Udang RI Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku
secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan
paling lama 7x24 jam; kedua, proses penangkapan terutama mengenai
pemeriksaan tersangka wajib didampingi penasihat hukum ditambahkan
dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada jam-
jam kerja, dan seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada
malam hari tidak dilakukan karena melanggar ketentuan Pasal 14 KUHAP;
ketiga, bahwa berdasarkan instrument hukum yang berkaitan dengan
penegakan HAM, terutama HAM tersangka/terdakwa, serangkaian hak dan
kebebasan asasi terancam penghormatan dan pemenuhannya dalam upaya
pemberantasan terorisme (Hidayat, Rahmat & Zen, 2018). Berdasarkan pada
latar belakang di atas, maka perlu merumuskan tiga permasalahan, yaitu
antara lain: (1) apa status terduga merupakan status hukum dalam Hukum
Acara Pidana Indonesia?; (2) apa dasar hukum penangkapan terduga teroris
oleh Densus 88 AT?; dan (3) bagaimana penangkapan terduga teroris oleh
Densus 88 AT berdasarkan perspektif penegakan hukum Joseph Goldstein?
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui penangkapan
seseorang berstatus terduga teroris oleh Densus 88 AT dari perspektif teori
penegakan hukum milik Joseph Goldstein. Dalam teori penegakan hukumnya,
Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga bagian,_yaitu:
total enforcement, full enforcement, dan actual encoforcement (Dellyana,
1988). Manfaat penelitian ini ialah masyarakat sipil serta para praktisi dan
akademisi hukum pidana ataupun di luar bidang hukum pidana dapat
mengetahui dan memahami secara khusus tentang penangkapan terduga
teroris oleh Densus 88 AT dari perspektif teori penegakan hukum yang
dirumuskan oleh Joseph Goldstein. B. METODE PENELITIAN Artikel ini
merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) yang
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Pendekatan perundang-undangan berfungi menganalisis permasalahan
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Undang-
Undang_Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak
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Pidana Terorisme, serta peraturan perundang-undang lainnya yang_berkaitan
dengan rumusan masalah. Pendekatan konseptual befungsi menganalisis
relevansi antara teori penegakan hukum Joseph Goldstein dan rumusan
masalah. Kedua pendekatan masalah didukung oleh pengumpulan data
melalui studi kepustakaan (literature research) yang terdiri atas jurnal, buku,
dan artikel online. Semua data kemudian dianalisis secara kualitatif
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga pada
akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang
dibahas. C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Terminologi ‘Terduga’ dalam Hukum
Acara Pidana Indonesia Istilah ‘terduga’ bukan terminologi hukum dan tidak
dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara tata bahasa,
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring, 2020), istilah
‘terduga’ ialah salah kata turunan dari kata dasar ‘duga’ yang merupakan
sinomin/padanan kata dari kata dasar ‘sangka’. Secara etimologi, kata
‘sangka’ berasal dari bahasa Sanskerta, R§® «1sa nka yang berarti
‘perkiraan; anggapan; ketidakpastian; keraguan; perselisihan’, (KBBI Daring,
2020) dan memiliki beberapa kata turunan, seperti: bersangka;
mentersangkakan; menyangka; menyangkakan; penersangkaan;
persangkaan; sangkaan; tersangka (KBBI daring, 2020). Sedangkan kata
dasar ‘duga’ memiliki kata turunan yaitu: dugaan; menduga’ menduga- duga;
penduga; terduga; terduga-duga (KBBI Daring, 2020). Definisi yuridis dari
istilah (status) tersangka diatur daam Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa
pengertian ‘tersangka’ adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
tindak pidana.” Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan
‘tersangka’ adalah “seseorang_yang_telah disangka melakukan suatu tindak
pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk
dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk
diperiksa di persidangan.” (Simorangkir & et al., 1983). Ketentuan hukum di
Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak
mengenal istilah ‘terduga’. Namun istilah ini banyak dipakai oleh aparat
penegak hukum, khususnya dalam penegakan hukum pemberantasan tindak
pidana terorisme. Itilah ‘terduga’ sebenarnya sangat erat kaitannya dengan
istilah ‘tersangka’, sehingga terminologi sebenarnya yang tepat untuk
menyatakan seseorang diduga melakukan tindak pidana adalah tersangka.
Oleh sebab itu, penggunaan istilah ‘terduga’ sama saja dengan istilah
‘tersangka’. Hal demikian dikarenakan keduanya merupakan padanan kata
untuk menggambarkan situasi dan kondisi tentang sesuatu/seseorang yang
masih dalam perkiraan; anggapan; ketidakpastian; keraguan; perselisihan-
melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana terorisme. 2.
Dasar Hukum Penangkapan'Terduga’ Teroris oleh Densus 88 AT Kepolisian
merupakan lembaga sub-sisem dalam Sistem Peradilan Pidana yang
mempunyai kedudukan pertama dan utama. Harkristuti Harkrisnowo
menyebut kedudukan tersebut sebagai the gate of the criminal justice system
(Harkrisnowo, 2003). Tugas polisi dalam rangkaian Sistem Peradilan Pidana
adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) (Rahardjo & Angkasa, 2011). Guna mencari kebenaran
matriil dalam Sistem Acara Pidana, maka Salah satu kegiatan dalam
penyidikan yaitu penangkapan, termasuk penangkapan terduga teroris.
Penangkapan terduga teroris ialah salah satu upaya paksa yang dilakukan
oleh Densus 88 AT sebagai bagian dari proses penegakan hukum pidana
terhadap tindak pidana terorisme. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus
88 AT) merupakan bagian integral Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberikan tugas dan wewenang melakukan penegakan hukum tindak pidana
terorisme sebagaimana diatribusikan melalui Pasal 23 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan aturan
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pelaksana dari Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang_Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Berikut rumusan Pasal 23 ayat (1) PP RI Nomor
52 Tahun 2010 bahwa, “"Detasemen Khusus 88 AT adalah unsur pelaksana
tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di
bawah Kapolri.” Kemudian Pasal 23 ayat (2) merumuskan bahwa, “Densus 88
AT sebagimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi
intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional
dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.”
Pembentukan Densus 88 AT pada tahun 2003 merupakan gagasan dari
Jenderal Da’l Bachtiar (Kapolri 2001-2005), dengan Surat Keputusan (Skep)
Kapolri Nomor 30/IV/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan-Stuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Skep Kapolri ini kemudian dirubah dengan Peraturan
Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang memberikan tugas dan tanggung jawab untuk
menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror
dengan modus peledakan bom (tujuan awal pembentukan) (Yehosua, 2012).
Densus 88 AT dari struktur organisasinya memiliki empat pilar utama,yaitu
Bidang Intelijen, Bidang Investigasi, Bidang Penindakan, dan Bidang
Perbantuan. Masing-masing bidang memiliki sub-detasemen (subden) dengan
tugas yang lebih spesifik. Sub-detasemen Intelijen terdiri dari Unit Analisa,
Unit Deteksi, dan Unit Kontra Intelijen. Sub-detasemen Investigasi
membawahi Unit Riksa, Unit Olah TKP, dan Unit Bantuan Teknis (Bantek),
Sub-detasemen Penindakan terbagi dalam Unit Penetrasi, Unit Negosiasi,
Pendahulu, dan Unit Penjinakan Bahan Peledak (Jihandak). Terakir, sub-
detasemen Perbantuan terdiri atas Unit Bantuan Operasional dan Unit
Bantuan Administrasi (Wachjunadi, 2017). Oleh karena menjadi bagian
integral Polri, maka Densus 88 AT memiliki fungsi kepolisian sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI Nomor 2 Tahun 2002) yaitu,
bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungam, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
Tugas pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU RI Nomor 2 Tahun
2002, meliputi (a)_memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b)
menegakan hukum;_dan (c)_memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan penangkapan ialah bagian dari
tugas pokok, yang dalam hal ini merupakan tugas yang disebutkan dalam
Pasal 14 huruf (g) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 bahwa, “"melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Lebih
lanjut dalam proses peradilan pidana, secara umum, merujuk pada Pasal 16
ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan
kepada Polri untuk “melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,
dan penyitaan.” Dapat dikatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf (a) bersifat
fungsional karena mengatribusikan kewenangan fungsional kepada Polri
untuk melaksanakan penangkapan terhadap siapa saja yang melakukan
dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana terorisme,
landasan hukum tindakan penangkapan oleh Densus 88 AT vyaitu, Pasal 28
ayat (1) yaitu, bahwa “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap
Setiap Orang yang_diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan
bukti permulaan yang_cukup untuk jangka waktu paling_lama 14 (empat
belas) hari.” Oleh karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana
khusus maka hukum acara yang berlaku juga khusus, diantaranya terkait
dasar penangkapan dan masa waktu penangkapan. Jika dalam KUHAP,
penangkapan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana
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diatur tentang alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP berupa: (a)
keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (d)
keterangan terdakwa, maka pada hukum acara tindak pidana terorisme
dalam UU RI Nomor 5 Tahun 2018, ditambahkan laporan intelijen sebagai alat
bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk
dilaksanakan penangkapan. 3. Penangkapan ‘Terduga’ Teroris oleh Densus 88
AT dalam Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein Penegakan hukum
merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan
ketentraman dalam masyarakat dan hak asasi manusia. Penegakan hukum
dilakukan baik dengan menggunakan upaya pencegahan (prevention)
maupun dengan menggunakan upaya penindakan atau pemberantasan
(repression) atau upaya represi untuk prevensi. Karena itu, diperlukan
perangkat hukum yang memadai dan yang sesuai dengan dasar falsafah dan
pandangan hidup masyarakat serta hak asasi manusia dimana hukum itu
akan ditegakkan. Tugas dan wewenang penegak hukum selain dibatasi oleh
hukum juga harus dikaji dengan menggunakan ukuran kepatutan bagi
masyarakat yang tertuang dalam norma- norma yang hidup dalam
masyarakat. Salah satu hukum yang memberikan batasan bagi tugas dan
wewenang para penegak hukum adalah Hukum Acara Pidana. Tujuan dari
hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau
setidaktidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang
selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan acara
pidana secara jujur dan tepat (Irsan, 2015). Penangkapan ialah salah satu
upaya preventive strike yang merupakan bagian dari mekanisme sistem
peradilan pidana (criminal justice system) dan menjadi paradigma
penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. Upaya penanggulangan
kejahatan terorisme ditopang dengan sistem peradilan pidana
terpadu/integral (sistem penegakan hukum pidana) yang dapat dilihat dari
tiga aspek, yaitu: a) substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum
(Anakotta, 2019). Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan erat dengan
proses penegakan hukum, sebab tindakan penangkapan ialah hukum acara
pidana (hukum pidana formil) yang menjadi bagian dari aspek substansi
hukum (pidana). Densus 88 AT dan pengadilan negeri ialah struktur hukum
(pidana) dengan kewenangan untuk melaksanakan substansi hukum proses
dan mekanisme penangkapan, sedangkan budaya hukum (pidana) ialah sikap
perilaku hukum yang ditunjukan oleh Densus 88 AT dan Pengadilan dalam
melaksanakan proses dan mekanisme penangkapan terduga teroris. Telah
disebutkan di atas definisi penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20
KUHAP, dan bahwa penangkapan merupakan bagian dari penegakan hukum
atau dapat kita sebut sistem penegakan hukum pidana. Dalam hal ini,
tindakan penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT merupakan bagian
dari area actual enforcement. Joseph Goldstein dalam teori penegakan
hukumnya membagi proses penegakan hukum ke dalam tiga area besar,
yaitu: total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement,
(Dellyana, 1988) dengan masing-masingnya memiliki ruang lingkup yang
dibatasai, disebut area of no enforcement. 3.1. Total Enforcement Total
enforcement yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana
yang_dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime).
Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para
penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan Hukum Acara Pidana, yang

penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif
memberikan batasan- batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu
sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (klacht delichten). Ruang
lingkup yang dibatasi inilah yang disebut area of no enforcement. Pada area
ini, walaupun Densus 88 AT memiliki kewenangan untuk melakukan
penangkapan terhadap terduga teroris, namun tetap harus mengacu pada



javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

hukum acara pidana baik yang tertuang di dalam KUHAP maupun undang-
undang pemberantasan tindak pidana terorisme, berupa beberapa ketentuan
dalam rumusan Pasal 28 UU RI Nomor 5 Tahun 2018 yaitu, sebagai berikut:
(a) tentang syarat sah dilakukannya penangkapan; (b) jangka waktu
dilakukannya penangkapan; (c) pelaksanaa penangkapan dengan
menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia; dan (d) mengancam pidana
terhadap setiap penyidik yang melanggar prinsip hak asasi manusia. Khusus
Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 2018 merumuskan bahwa,”penyidik
dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang_diduga
melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang
cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.” Hal di atas
menegaskan dua hal, pertama, bahwa penangkapan tanpa “bukti permulaan
yang cukup” tidak dapat dilaksanakan; dan kedua, penyidik Densus 88 AT
memiliki “*masa/jangka waktu dilakukannya penangkapan selama 14 hari.”
Perihal diperolehnya “bukti permulaan yang cukup”, berdasarkan Pasal 26
ayat (1) UU RI Nomor 15 Tahun 2003, penyidik Densus 88 AT dapat
menggunakan “setiap laporan intelijen”, yang mana dalam Penjelasan Pasal
26 ayat (1) disebutkan bahwa, “laporan intelijen adalah laporan yang
berkaitan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen
dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri,
Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen
Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi
lain yang terkait.” Setiap laporan intelijen tidak dapat serta merta langsung
digunakan sebagai alat bukti (landasan hukum) tindakan penangkapan
karena harus melalui proses pemeriksaan alat bukti secara tertutup yang
dilakukan paling lama tiga hari oleh Katua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
Jika kemudian dalam pemeriksaan pengadilan telah ditetapkan adanya bukti
permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera
memerintahkan dilaksanakannya penyidikan. Hal dimaksud merupakan
mandat dari Pasal 26 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang RI Nomor 15
Tahun 2003 tentang_Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain laporan
intelijen yang “bersifat khusus” sebagai bukti permulaan yang cukup, hakim
harus tetap mengacu kepada Pasal 184 KUHAP, dimana mensyaratkan adanya
alat bukti, yaitu: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d)
petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Pasal 27 UU RI Nomor 15 Tahun
2003 juga telah merumuskan jenis/bentuk alat bukti dalam tindak pidana
terorisme, yang meliputi: (a)_alat bukti sebagaimana dimaksud dalam
Hukum Acara Pidana (Pasal 184 KUHAP di atas); (b)_alat bukti lain berupa
informasi yang_diucapkan, dikirimkan, ditemia, atau disimpan secara
elektronik dengan alat optic atau yang_serupa dengan itu; dan (c) data,
rekaman,_atau informasi yang_dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang
dapat dikeuarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang
tertuang di kertas, benda fisik apapun selain keras, atau yang_terekam
secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) tulisan, suara,
atau gambar; 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 3) huruf, tanda,
angka, symbol, atau perforasi yang_ memiliki makna atau dapat dipahami
oleh orang_yang_mampu membaca atau memahaminya. Dapat dilihat bahwa
karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus, maka
hukum pidana substantif, baik materil maupun formil juga memiliki sifat
kekhususan yang berbeda dari tindak pidana umum. Hal ini sesuai dengan
adagium yang diungkapkan oleh Prof. Muladi, bahwa tindak pidana terorisme
adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime sehingga membutuhkan
pula penanganan yang luar biasa atau extraordinary measures (dalam hal
penegakan hukum pidana). Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Perubahan
UU RI Nomor 15 Tahun 2003 mengartikan kejahatan luar biasa atau extra
ordinary crime adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi crimes against
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humanity dan genocide (sesuai dengan Statuta Roma 1998). Tindak pidana
terorisme dimasukan dalam extra ordinary crime dengan asalan sulitnya
pengungkapan karena merupakan kejahatan transboundary atau lintas batas
negara dan melibatkan jaringan regional bahkan internasional (Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 2011). Batasan-batasan yang dilakukan oleh
Hukum Acara Pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari area of no
enforcement yang dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, yaitu Hukum
Acara Pidana sebagai hukum formil dari hukum pidana materil. Soerjono
Soekanto, menyebutkan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya
terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan untuk mempengaruhi-nya
(penegakan hukum itu sendiri). Fakor-faktor tersebut mempunyai arti yang
netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor
tersebut. Beliau menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum, yaitu: 1) faktor hukum; 2) faktor penegak hukum (aparat gakum);
3) faktor sarana dan fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor
kebudayaan (Soekanto, 2014). Kelima faktor ini jika dilihat dari sudut
pandang teori penegakan hukum Josep Goldstein, maka kelilma-nya (faktor-
faktor) merupakan faktor yang dapat dimasukan dalam area of no
enforcement karena dapat memberikan batasan yang netral, baik itu positif
maupun negatif dalam upaya penegakan hukum, khususnya terhadap tindak
pidana terorisme. 3.2. Full Enforcement Setelah total enforcement dibatasi
oleh area of no enforcement yang terdiri dari lima faktor penegakan hukum,
khususnya faktor hukum, upaya penegakan hukum tetap dilanjutkan dan
fokus pada area full enforcement, dimana Densus 88 AT dapat melakukan
penegakan hukum secara maksimal. Namun, pelaksanaan full enforcement,
membutuhkan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan
umum berdasarkan penilaian sendiri. Kewenangan diskresi Densus 88 AT
didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merumuskan bahwa, “Untuk
kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut
penilaiannya sendiri.” Adapun dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) disebutkan
bahwa, “Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri”
adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat
serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”
Pasal 1 angka 7 UU Kepolisian mendefinisikan kepentingan umum vyaitu,
adalah kepetingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara
demi terjaminnya keamanan dalam negeri. Diskresi adalah aspek yang ada di
mana-mana dan sah dari per-polisian modern, meskipun cakupan dan
batasannya kurang dipahami (Bronitt & Stenning, 2011). Diskresi dapat
diterapkan dalam semua lingkup tugas kepolisian baik dalam tugas represif
atau penegakkan hukum maupun preventif atau pencegahan berupa
pemeliharaan ketertiban masyarakat, (Saputro, 2015) termasuk dalam
penegakan hukum tindak pidana terorisme. Black’s Law Dictionary
memberikan beberapa definisi diskresi, yaitu antara lain: (1) Wise conduct
and management; cautious discernment; prudence; (2) Individual judgment;
the power of free decision-making.” Dalam konteks hukum pidana, diartikan
sebagai “A public official's power or right to act in certain circumstances
according to personal judgment and conscience, often in an official or
representative capacity. - Also termed discretionary power.” (Gardner, 2009).
Dapat dikatakan bahwa diskresi merupakan kekuasaan atau hak pejabat
publik untuk bertindak dalam keadaan tertentu menurut penilaian dan hati
nuraninya, seringkali dalam kapasitas resmi atau perwakilan.Juga disebut
kekuasaan diskresioner. Para ahli kepolisian telah menunjukkan,
bagaimanapun, bahwa pekerjaan polisi pada dasarnya bersifat diskresioner
dalam arti melibatkan pelaksanaan pilihan atau penilaian. Hal demikian
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senada dengan yang pernah disampaikan oleh Sejarawan Kepolisian, Mark
Finannce. Beliau erpendapat bahwa, “setiap tingkat pekerjaan polisi,
terutama di tingkat mikro, melibatkan pilihan dari petugas polisi.” (Finance,
1990). Sarjana hukum publik terkemuka lainnya mengamati dengan nada
yang sama, bahwa polisi memiliki serangkaian keputusan yang luas, “whether
to investigate, to question, to search, to arrest, to caution, to charge, to
prosecute; what charge to bring, whether to negotiate over pleas and other
matters and which judge or bench of magistrates to put the case before.”
(Galligan, 2009). Diskresi menjadi objek penelitian dan studi serius oleh
peneliti polisi di Amerika Serikat pada 1960-an. Goldstein, yang mengungkap
mitos “full enforcement" atau “penegakan hukum penuh" dari hukum pidana,
menggambarkan diskresi polisi berlaku untuk bidang-bidang berikut: (1)
memilih tujuan; (2) memilih metode intervensi; (3) memilih bagaimana
membuang kasus; (4) memilih tindakan investigasi; (5) memilih prosedur
lapangan; dan (6) menerbitkan izin dan lisensi (Goldstein, 1977).
Berdasarkan pendapat Goldstein, Densus 88 AT dapat menggunakan
diskresinya untuk “memilih”-tujuan, metode intervensi, bagaimana
membuang kasus, tindakan investigasi, prosedur lapangan, dan menerbitkan
izin atau lisensi guna melaksanakan tiap tahapan dalam proses lidik dan sidik
pada perkara tindak pidana terorisme. 3.3. Actual Enforcement Area yang
terkhir ialah actual enforcement, yang dianggap not a realistic expectation
karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil,
alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang semua itu mengakibatkan
keharusan dilakukannya diskresi atau discretion,_dan sisanyalah yang
kemudian disebut dengan actual enforcement. Jika actual enforcement
dikaitkan dengan enam bidang diskresi yang disebutkan oleh Goldstein,
diskresi yang dilakukan oleh Densus 88 AT dalam tindakan penangkapan
terduga terorisme dapat dibagi kedalam tiga bidang, yaitu: satu, memilih
tujuan penangkapan; kedua, memilih metode intervensi; tiga, memilih
prosedur lapangan. Proses penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 AT
selalu disertai dengan ancaman kekerasan atau kekerasan , baik terhadap
petugas maupun masyarakat. Salah satu contohnya yaitu ketika pada awal
Januari tahun 2021 dua orang terduga teroris (dari total 20 orang terduga
teroris yang ditangkap) ditembak mati oleh Densus 88 AT saat akan
melakukan penangkapan terhadap kedua-nya di kota Makassar, Sulawesi
Selatan (Himawan, 2021). Tentang tujuan penangkapan, Hukum Acara
Pidana telah merumuskan bahwa penangkapan bertujuan untuk kepentingan
penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan. Tujuan yang hendak dicapai
tersebut sewaktu-waktu dapat berubah ketika petugas Densus 88 AT
berhadapan dengan terduga teroris yang melakukan ancaman kekerasan atau
kekerasan yang membahayakan jiwa petugas maupun masyarakat. Ketika
berada dalam situasi demikian petugas Densus 88 AT diwajibkan
menggunakan kewenangan diskresi *memilih” antara melakukan tindakan
penangkapan atau melumpuhkan terduga teroris agar tidak membahayakan
petugas dan/atau masyarakat. Tujuan yang dipilih, baik untuk menangkap
ataupun melumpuhkan terduga teroris dilanjutkan dengan memilih metode
intervensi. Densus 88 AT memiliki wewenang untuk memilih metode
intervensi dengan menggunakan kekuatan kepolisian berdasarkan Peraturan
Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam
Tindakan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, “Tindakan Kepolisian
adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara
bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah,
menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang
mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda, atau
kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta
terbinanya ketentraman dalam masyarakat.” Penggunaan kekuatan oleh
Densus 88 AT ketika berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 1 angka 2 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 bertujuan untuk: (a) mencegah,
menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka
yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan
dengan hukum; (b) mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan
diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau
masyarakat; (c¢) melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan
atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang_dapat menimbulkan
luka parah atau mematikan; atau (d) melindungi kehormatan kesusilaan
atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan
hak dan/atau mengancam jiwa manusia. Pasal 5 ayat (1) Perkap Nomor 1
Tahun 2009, Penggunaan Kekuatan oleh Polri terdiri dari enam tahapan,
yaitu: (a)_tahap 1, kekuatan yang_memiliki dampak deterrent/pencegahan;,
(b)_tahap 2, perintah lisan; (c)_tahap 3, kendali tangan kosong_lunak;_(d),
tahap 4, kendali tangan kosong_keras; (e)_tahap 4, kendali senjata tumpul,
senjata kimia (gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar
Polri); dan (f)_tahap 6, kendali dengan menggunakan senjata api atau alat
lain yang mengentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau
tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kamatian anggota Polri
atau anggota masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa, pengertian ‘tahap’ di
sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan (Bratasena, 2014). Pasal 5
ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 menugaskan kepada “Anggota Polri
harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat
(1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka
dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3.” Pasal 3 Perkap yang sama mendasari penggunaan kekuatan kepolisian
pada enam prinsip, yaitu: legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban
umum, preventif, dan masuk akal (reasonable). Setelah tujuan dan metode
intervensi, langkah berikutnya yaitu memilih prosedur lapangan. Densus 88
AT mendasari prosedur lapangannya dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2011
tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1
angka 6 mendefinisikan penindakan tersangka tindak pidana terorisme yaitu,
“adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi
penetrasi,pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang
bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap
Tersangka Tindak Pidana Terorisme”. Perkap ini bertujuan yaitu sebagai
pedoman dalam melaksanakan penindakan tindak pidana terorisme secara
professional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Perkap ini
didasari dengan lima prinsip, yaitu: legalitas, proporsional, keterpaudan,
nesesitas, dan akuntabilitas. Oleh karena Perkap Nomor 23 Tahun 2011
dikhususkan untuk penindakan tersangka tindak pidana terorisme, maka
Perkap memiliki dua kategori dan tahapan penindakan, yang meliputi: (a)
penindakan terencana (deliberate assault); dan (b) penindakan segera
(emergency assault). Pasal 5 ayat (1) Perkap tentang Penindakan Terencana
(Deliberate Assault), dilaksanakan dengan: (a) waktu persiapan yang cukup;
(b) perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan; (c) dilaksanakan
briefing/pengarahan secara detail; (d) simulasi penindakan atau gladi
lapangan; dan (e) menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di
TKP sebelum pelaksanaan penindakan. Pada ayat (2), Penindakan Segara
(Emergency Assault) dilaksanakan dengan pertimbangan: (a) waktu
persiapan lebih singkat; (b) situasi darurat; (c) situasi kontijensi; dan (d)
pertimbangan keamanan tertentu. Pada area actual enforcement, Densus 88
AT dihadapkan dengan tiga bidang dikresi yang mengharuskannya untuk
memilih tahapan apa yang akan dilakukan berdasarkan penilaiannya sendiri
dengan mempertimbangkan ancaman kekerasanatau kekerasan yang
mengancamn jiwa para petugas dan/atau masyarakat sekitar. Tiga bidang
diskresi dimaksud, yaitu: memilih tujuan, metode intervensi, dan prosedur
lapangan dalam tindakan penangkapan terduga terorisme. 4. KESIMPULAN
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Istilah ‘terdakwa’ tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana (Sistem Peradilan
Pidana). Ketentuan hukum di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal istilah ‘terduga’. Namun istilah ini
banyak dipakai oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penegakan
hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Istilah ‘terduga’ sebenarnya
sangat erat kaitannya dengan istilah ‘tersangka’, sehingga terminologi
sebenarnya yang tepat untuk menyatakan seseorang diduga melakukan
tindak pidana adalah tersangka. Oleh sebab itu, penggunaan istilah ‘terduga’
sama saja dengan istilah ‘tersangka’. Hal demikian dikarenakan keduanya
merupakan padanan kata untuk menggambarkan situasi dan kondisi tentang
sesuatu/seseorang yang masih dalam perkiraan; anggapan; ketidakpastian;
keraguan; perselisihan-melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak
pidana terorisme. Namun, demi dan untuk kepastian hukum, maka istilah
yang tepat untuk digunakan yaitu ‘tersangka’, bukan ‘terdakwa. Detasemen
Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88 AT) ialah kesatuan khusus yang terdiri dari
empat bidang fungsi kepolisian dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yang diberikan tugas khusus dan wewenang penegakan hukum tindak pidana
terorisme dengan menggunakan upaya paksa berupa penangkapan terduga
teroris berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018
tentang_Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1
Tahun 2002 tentang_Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang- Undang. Selain kewenangan atribusi tersebut, dalam penegakan
hukum tindak pidana terorisme, termasuk penangkapan terduga teroris,
Densus 88 AT dibekali dengan Perkap RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap RI Nomor 23
Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana
Terorisme. Diihat dari perspektif teori penegakan hukum Joseph Goldstein,
Densus 88 AT memiliki tiga area penegakan hukum yaitu: total enforcement,
full enforcement, dan actual enforcement. Secara umum, dalam
kenyataannya, total enforcement tidak dapat dilakukan secara total karena
adanya salah satu dari lima faktor penghambat penegakan hukum, yaitu:
faktor hukum. Dibatasinya penegakan hukum total mengharuskan Densus 88
AT pelaksanaan full enforcement dengan mentaati setiap aturan hukum acara
pidana, baik yang ada di dalam KUHAP maupun dalam UU Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam kenyataannya Densus 88 AT juga
dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang menuntutnya untuk
melakukan diskresi-memilih (tiga bidang) tindakan berdasarkan penilaiannya
sendiri ketika berhadapan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan yang
mengancam jiwa petugas dan/atau masyarakat sekitar. Tiga bidang diskresi
tersebut, yaitu: memilih tujuan, metode intervensi, dan prosedur lapangan
dalam tindakan penangkapan terduga terorisme. Area dengan situasi dan
kondisi yang demikian inilah yang dimaksud dengan actual enforcement. 5.
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A PENDAHULUAN

Kegharan rerarisme di ern plobalisasi tclak hanya mengancam keamanan
dan ketertiban hubum dalam masyarakat, melainkan juga dapat mengancam dan
memhbahayakan pertabanan-keamanan nasional serta kedavlatan Megara Kesatuan
Republike  Indonesia (Anakotta & Disemadi, 20200 Selama ini Indoncsia
menggurakan pendekatan hukum untuk menanggubingl kejahatan terorisme
berclasararkan paradigma penegakan hokum melahil Sistem Peradilan Pudana
(erimiinal justice system ) vang dimotor] oleh Polel dengan satuan khusus, Detasemen
Khusus £8 Anti-Teror (Densus 88 AT) schagai wjung tombaknya  Selain
pendekatan hukum, Indonesia juga menggunakan pendekaran milicer-dapar
dilihar paclay sarvan mgas gabungan TNI-Polet clalam Operast Tinombala untuk
memberantas kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur {(MIT) plmpinan
rienors Al Kabora di Byeo, Sulawest Tengah

Di Indonesia “Undang: Undang Republil Indonesia Momore 15 Tahoun 2003
rentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorizsme jo. Undang-Undang Republik
Indenesiz Momor 3 Tahun 3018 centang Perubghan Acis Undang-Undang
Repuhlik [ndonesia Momaor 15 Tahun 2063 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terarisme, cin Undang-Undang Republik Indonesta Nomar 8 Tiahun 1981 tentang
Hubim Acara Pidana (KUHAPY celib mengarribusibon kewenangan kepada Palrd
{Densus 83 AT) untuk menanggulangt kefahatan terorisme mengeunakan upaya
paksa schagai salah sat bentuk penegakan hubum. Upaya paksa schagaimana
dimaksud dalam Bab ¥ KUHAFP yuitu tindzban-tindakan berupa penanghapan,
penahanan, penggeledahan hadan, pemasulkan remah, penyitaan, dan pemerilsaan
surar,

Melibat dan beberapa fnclakan penangkapan yang dilakukan oleh Densus
88 AT terhadap para pelaku teroetsme, terdapat beberapa orang yang berstatus
‘erduga’ teraris, sedangkan dalam hukum acara pidana tidak dikeral adanyva status
‘terduga” Terduga buban merupakan terminelogi hubum pidana dan hubum acara
pidana. Terbaru, pada tanggal & Januari 2021, tim Densus 88 AT bersama Polda
Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar telah berhasil menanghap 20 crang
rereluga veroris di koa Makassar, Sulvwesi Selatan, Dilaporkan bahwa, sejumlith
orang yang ditangkap diduga tergabung dakam faringan kelompok teroris [amaak
Anshart Daulah (JADY Sulawesi Selatan (Himawan, 2021 lsdlah rerdoga®
bimsanva  dipunakan oleh media moassa (eerak s eleberronik)  unouk
menpidentifibast sescorang vang ditangkap, dan belum memilibd status hukum
vang jelas. Dalam hukum pidana formil dikenal beberapa status bagl arang yang
terlibar dalam rindak pidana, yainw saksi. rersangka, rerdakwa, terpidana, dan
narapidama (warga hinzan Lapas) Memyoal starus ‘rerduga’ mengantar kiea
melihat secarn kritis dan analitis lagi dalam keranglea vang lebih komprehensif
tentang penanglapan yeng dilabuban oleh Densos 88 AT terhadap ‘rerduga’ teroris
dalam perspekrif penegakan hukum

.
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Penelitian dengan tema serupa telah bamyak dilakukan sebelumnya, hanya
saja sepuh yang penelit dapatkan, belum ada yang memfoluskan pembahasannya
picla aspek starus Terduga' terorts, dan dengan menggunakan teorl penegakin
hukum olch foseph Goldstein: Beberapa diantaranya yaito, Richardo H. Lomboan
(2020, dalam penelitian berjudul Ketentwan Khusus Tentang Penangkapan Dilam
Tinclak Picdana Terorisme, menyimpulkan bahwa, perrama, syarar penangkapan
dalam cugran tindak pidana rerorisme tetap memperhatikan syarr perangkapan
menurit KUHAP dengan pengecualiaan yang ditentukan dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. vaimru berkenan dengan syarar “buk
permulaan yang cubwp” di mana sehagai ketentuan khusus yaknd: 1) alat buldi
dalam tindak pidana terorisme sudah Iehih luas karena relah mencalap alac bukdi
dokoumen elebrronik, 20 adanva tatacara khoses unml menentukan sudah adanyva
bukt permulaan yang cukup berupa penetapan pengadilan, dan 3) bukd
permulaan vang cubup dapat menggunakan setiap laporan intelijen; kedba. janghka
wakto perangkapan dalam tindak pidana terorisme semula paling lama 7524 jam
menurut Pasal 28 UL RI Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu B Momor 1 Tahun 2002,
vang kemudian direvisi dalam Pasal 28 UL Rl Nomor 5 Tahon 2018 dengan
menambah masa waktu menjadi paling lama 14 har dengan perpanjangan paling
lama 7 hard (Lomboan, 20300

Lowls Tappangan (2019) dakim penelitiannya berjuchil Penangkapan dan
Penahanan Terduga Pelabu Tindak Fidana Terorime Berdasarkan Peraturan
H ukunﬁndnﬂtsi.l berpendapat hahwa, karakeeristik penanghapan dan penahaman
prlala tindak pidena terorizme diatur dalam Undang-Undang B Nomaor 3 Tahun
2018, Berdasarkan pengaturan tersebur maka, proses penanghkapan dan penahanan
oleh Densus 88 AT merupakan bagian integral darl kepolisian. Penamghapan dan
penahanan pelaku dndak pidana rerorisme didasart oleh bukrl permulaan yang
cukup dan surat perintah penangbapan sehagaimana diatur di dalam KUHAP
Terdapa perbodazgamasa waktn penanglapan vang diatur dalam Perpu R Nomor
1 Tahun 2002 dan ¥¥ndang-Undang R Momor 15 Tahun 2003 (Tappangan, 2009

Taufik Hidayat, Diding Relmat, dan Yunusrul Zen (2018} dalam penelitian
berjudul Analisis Fenanghkapan Terhadap Pelabu Tindak Pidana Terorisme Dulam
Perspekrif Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa, perrama, pedindungan
pelalo tindak pidana terorisme dalam Pasal 28 Undang- Udang B Nomor 15 Tahun
2003 belum mengatur hake-hak. pelabu secara manusizwi, vaitu  perihal
penangkapan oleh penyidik vang dilakukan paling lama 7x24 jam; ke, proses
perangkapan terutama mengenal pemeribsaan rersangka wajib didampingi
perasibar hubum ditambahban dengan kerentuan bahwa pemeriksaan terschur
harus dilakuban paca Jam-jam ke, dan seharusnya pemeriksaan yang dilakukan
nlch penyidik pada makam hari tidak dilakukan karena mebanggar ketentwan Pasal
14 KUHAP; fetiga, bahwa berdasarkan instrument hubum yang berkaitan dengan
penegakan HAM, terurama HAM rersangha‘terdalowa, seranghaian hake dan
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kebebasan asasi rerancam penghormatan dan pemenvhannya dalam opaya
pemberancasan terorisme (Hicdavar, Rahmar & Zen, 2018),

Berclasarkan paca latar belakang o aras, maka perly menumuskan tiga
permasilahan, yaitu antara lain: (1) apa status terduga menrpaban geins ukum
dalam Fukum Acara Pidana Indonesia?; (2} apa dasar Mkum penangkapan
tercliga teroeis oleh Densus 88 AT? dan (3) bagaimana penangkapan terduga
terarls oleh Demsuis 88 AT berclasarkan perspekuf pencgakan hubum Joseph
Golderein? Penelitian ind cifabokan unmuk menganalisis dan mengetabul
penanghkapan scseorang besstatus terduga terords olchgdDensus 88 AT dar
perapektif toor penegakan hukom milik |oseph Gofdstein, Dalam teori pencgakan
hukumnya. joseph Goldstein membedakan penegakan bulom menjadi tiga bagian,
yaitu: fatal enforcement, full enforcement, dan actiial cocoforcement {Dellyana, 1988).
Manfaar penelitian inl lalah masyarakar sipil serta para prakaisl dan akademist
hikum pidana ataupun di luar bicdang hukum pidana dapat mengecahul dan
memahami secara khusus tentang penanglapan cerduga reroris oleh Densus 38 AT
dlari perspektil teos penegaban hulum yvang diremuskan oleh |oseph Goldscein,

B. METODE PENELITIAN

Artikel ind merupakan jenis penelican hukum normanf (romacive legal
rescarcli) vang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan
konseprual, EE’I'I-’JEI{-{II-:IE'I peruncling-undangan  berfungl  menganalisis
permasaliahan berdasarkan Undanggnding Republik Inclonesia Nomar 8 Tahun
1981 tentung Hulum Acara Pidana; Undang- Undang Republik Indonesia Momor 2
Tahun 2007 teptang kepolisian Megarn Republil: Indonesia; don Undang Undang
Repuoblik Indonesia Momaor 13 TahLB 2003 jo. Undang-Undang Republik
Indonesia Mamor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Termrisme.
serta peraturan perunclang-undang linnya vang berkaitan déngan rumusan
masalah, Pendekaran konseptual befungsl menganalisis relevansi antara teor
peregikan hubum Joseph Goldstein dan rumusan masalah. Kedua pendekatan
masalah cidubung oleh pengumpulan daca melalul stici kepustakaan {lrerarure
research ) wang terdiri atas jurnal, bubku, dan artilel online. Semea deea kemuodian
dianalists secara kualitacd menggonakan bahan hukum primer. sekuncler, dan
tersier, schingga pada akhirnya dapar menghasilkan kesimpulan dard nomusan
prrmasalzhan yang dibahas.

. HASIL DAN PEMBAHASAN
|, Terminologl Terduga "dalam Hukum Acara Pldana Indonesia

Istilah ‘rerdugn’ bukan terminnlogi hukum dan tidak dikenal dalam hokom
acara pidans Indonesis. Secarn tata bahass, berdusarkan Kamus Besar Rahasa
Indonesia (KBBL Daring, 20207, istilah ‘terdupe’ ialah salah kata mrunan dari kata
s duga’ vang merapakion sinomin/padanan kata dart kata dagar “smgiar’, Secara
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grimologl, kata siwggho’ berasal dorl bahasa Sanskerra, T2 S8 akd wang berarr
‘perkeiraan anggapan. keridalpastian. keragnane perselighan’, (KBBl Daring, 2020) dan
memiliki beberapa kata turunan, scperei: bersangha; montersapghaizan; monyangh;
mprvdnskoln perersriplaan; persanphoan: sanploan, ersengka (KRB charing, 20207,
Sedanghan kata dasar ‘duga” memilikd kara ruruman yaio: dugoar; menduge” mendiga:
disg; penaign; revidugr rerdupa-dipa (KRBT Daring, 2020),

Dcfinisi yuridis dari istilah (status) tersanghka diatur diam Pasal 1 bucie 14
KUHAP, hahwa pengertian ‘tersangha’ adalh “sescorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berlasarkan bukn permulaan pamr diduga sebagal pelaku
rinclak  piclama.” ﬁ;nurut J.CT. Simorangkir, hahwa yvang dimaksud dengan
Tersameha’ aclalab “seseorang yang telah cisangha melakuban suar tindak picana
dan ini masth calam taral pemeriksaan pendahuluan untulk dipertmbanglan
apakah tersanglo ind mempunyai cubup dasar wntuk diperiksa di persidangan”
{Simorangkir & et al., 1983},

Foeremtuan hubkoom di Tnconesia, calum Kicab Unclarg - Unclang Hoboaim Acara
Pidama { KUHAP) cicdak: mengenal istilah terdups’. Mamun istilah inl banyvak clipakal
olch aparat penegak hubum, khususnya dalam penegakan hukum pemberantasan
rindak pidana terorisme. [tilah terduge schenarnya sangar erac kaitannya dengan
tstilah rersangka’, schingga terminalogh sebenarnya yang tepat untuk menyatakan
sescorang didugn melakukan tindak pidama adalah tersanghka. Oleh schab it
penggunzan istilah ‘erduge sama saja dengan iscibah tersaapke’. Hal demibiian
dikarenakan keduanya merupakan padanan kata untuk menggambarkan sitoasi
dan kondest tentang sesuatw/seseorang vang masth calam perkiraan; angeepn;
iecticdafpast ian; keragudn; perselisiton- melakukan suartw tindak pidana, dabim hal ini
thnclak phdana terorisme

2. Dasar Hukum Penanglapan  Terdiga " Teroris olch Densus 88 AT

Ecpolisizn meropaban lembaga sob-sisem dalam Sistemn Peradilan Pidana
vang mempunyal keduduban pertama dan wtama. Harkristud Harkrisnowo
menyehut  kedudukan terscbut schagai the gotc of che crimingl justice syshem
{Harkrisnown, 2003). Tugas polisi dalam ranghkatan Sistem Peradilan Pidana
acalah melakulan penyidifan yang bervjung pada dihasilkannya Rerita Acara
Pemeriksaan (BAF) (Rahardjo &z Angloasa, 2011). Guna mencad kebenaran matriil
dalam Sistem Acars Pidana, maka Salah sacw kegiatan dalam penyidikan vaitu
penangkapan, termasuk penangkapan terduga teroris.

Peranghkapan terduga rerorls lalah salah saru upaya paksa yang dilakukan
d-:h Densus 88 AT sehagai baglan dari proses penegakan hubum pidana e thadap
tindak pidama terorsme, Detasemen Khusps 88 Anti-Teror (Densus 88 AT)
merupalun bagian integral Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan
tugas dan wewenang melakukan pencgakan hukum tindak pidana terorisme
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sehagaimana clacebusikan melalud Pasal 23 ayar (1) dan {2) Peraturan Pemerincah
RI Momor 32 Tahun 2000 tentang Susuman Ovganisast Dan Tara Kera Kggolisfan
Negara Republik Indonesta, yang merupakan aturan pelaksana dart Undang-
Undang BRI Momor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Megara Bepoblik Indonesia.
Berikut rumusan Pasal 23 ayat (1) PP R Nomor 52 Tahon 2000 babwa, “Detasemen
Khisus 88 AT adalah sisir pelaksana fugas pokole di bidang penanggidangan kejaharan
terowisme vang beroda i bowsh Kepolri” Kemudian Pasal 23 ayar {2} merumuskan
biahwa, “Densws 88 AT sshagimana dimalsnd peda avae (1), bertugas memvelcnpgarafan fungsi
itelijen, pencepatan, dnvestieasi powindakan, dan baatnon operasional  dalane rangla
Jremvye liglikawe din pemyidikan tedaf pidama terorisme

Pembentukan Densus 88 AT pada tabun 2003 merapakan gagasan darl
Jenceral Dol Bachtlar (Kapoln 2001-2003), dengan Surat Keputusan (Skep)
Kapold Nemor 30T/ 2003 tamgzal 30 Juni 2003 tentang Onganisasi clan Tata Kerfa
Satuan-5tuan Organisasi Peda Tingkat Markas Besar Bepolisian Megara Republik
Indenesia. Skep Kapolri ini kemudian direhah dengan Peraturan Kapolri Momor 21
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satwan Organisasi Pada
Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan
rugzas dan tanggung jowab wntuk memanggulangl ke jahatan rerorisme di Inclonesia,
khususnva aksl teror dengan modus peledakar bom (tujuan awal pembentekan)
(Yehosua, 2012).

Densus 88 AT dari struktur organisasinya memiliki cmpat pilar utama, yaito
Bidang Intelijen, Bidang Investigasi, Bidang Penindakan, dan Bidang Perbantuan.
*using-masing bidang memilild sub-detasemen { subden) dengan tugas vang lehih
spesifil. Sub-detasemen Intelipen reedivl dart Unic Analisa, Unit Detekst, dan Unit
kontm Intelijen. Sub-detasemen [nvestigast membawahi Unic Biksa, Unit Olah
TEP. dan Unit Bannen Teknis (Bancek), Sub-detasemen Penindaban terbag
dalam Unit Penctrasi. Unit MNegesiasi, Pendahule, dan Unit Penjinakan Bahan
Peledak {|ihandak). Terakir, sub-detasemen Perbantuan terdird acas Unic Bantuan
Operasional dan Unit Ranman Administrasi (Wachjunadi, 2007).

Mleh karena menjadi bagian integral Balri, maks Densus 88 AT memiliki
fungst kepolisian schagaimana diromuskan dalam Pisal 2 Undang Unclang R1
Momoe 2 Tahum 2002 rencang Kepolisiageslezara Republib Inclonesia {UU RI
Momor I Tahun 200720 vaice, balwa %r kepolidan adalak salah st fungs
Iremcrintetin regard oi bidung pomeltharacn beamanan don keeortiboan masyarafot, peregakan
haikidin, pertindungom, pengavonan, dan pelayanan bepada masparabat * Tugas pok
sehagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UL R Momor 2 Tahun 2002, meliputi (a
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakac; (b) menegakan hukam: dan ()
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Kewenangan penangkapan lalah bagian darl tugas pokek, yang dalam hal ini
merupakan rugas yang dischutkan dalam Pasal 14 huraf {g) UU BT Nomer 2 Tahun
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2002 babwea, “melaknkan peavelidikan dan pervidikun rehadap semua tindal priden sesiu
denigan hisksim acava pidana dan peraturan perundarg wundargan latmna”,

Lebih lanjut dalam proses peradifan pidana, secara umum, merujule pada
Pasal 16 ayar (1) huruf (a) UU R] Nomor 2 Tahun 2002 vang memberiban
kewenangin kepada Polrl unrok “melafekan penanghapan, penthaian, pergeeledeian, din
peryitaan,” Drapat dikarakan bahwa Pasal 16 ayar (1) huruf (a} bersifat langsional
karena  mengatribusikan  kewenangan fungsional  kepads  Pold unmek
melaksanakan peranghapan terhadap skapa saja vang melakukan dan‘acau rerlibac
dalam suatu tinclak pidana. Dalam teclak pidana verorisme, landasan hukum
tinclakan penangkapan oleh Densus 88 AT yait, Paside8 ayar (1) yaitu, babwa
“Cerrvicik diar melalafan pemang fopon fechadp Setiap Orang vang didug s melafi ko Tindal
P Terorisme berdersodon Bulied permulacn vang colmg urtak fongho ok poaling lama 14
{empat helas) hari” Oleh karena dindak phdana rerorisme merupakan tindak pidana
khusua maka bubum acaras vang berlab juga khusus, diantaranya terbait dasar
pernangkapan dan masa waktu penangkapan. Jika dalam KUHAP. penanghkapan
dilasarkan packs bukeh permulaan yang cukup sehagalmana diatur tentang alat
bukt yang sah dalam Pasal 184 KUHAP berupa: {a) keterangan saksi; {b)
keterangan ahli {¢) surar, () perunjuk; dan {d) kererangan rerdakwa, maka pada
hukum acara tindak pidana terorisme dalam UL B1 Momor 3 Tahun 2018,
ditambahkan laporan intelijen schagai alat bukti yang sah unculk difadilkan schagai
bukti permulaan yang cukup untuk dilaksanaksn penangkapan.

3. Penangkapan Terduyga® Teroris oleh Densus 88 AT dalam Perspekuif
Penegakan Hubum-]oseph Goldstein

Pencgakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata
tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dan hak asasi manusia
Penggakan hukum dilakukan batk dengan menggunakan upaya pencegabhan
{prevention) maupun dengan menggunakan upaya penindakan atau pemberantasan
{repression) arau upaya represt untuk prevensi. Karena itu, diperlukan peranglar
hukum yang memaclai dan vang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup
rreasyara bt serta hadoasast manusta dimana hubooam oo akan diegabikan. Tugas dan
wewenang penegak hukum selain dibatasi oleh hukum juga harms dikaji dengan
menggunakan ukuran kepatutan bagi masyarakat vang tertuang dalam norma
noema yang hidup dalam masyarakar. Salzh satu hukum yang memberikan bacasan
bagi tugas dan wewenang para pencgak hulum adabih Hukom Acara Pidana
Tujuan dari hubum acara pidane adabah untuk mencan dan mendapatkan atan
setidakridaknya  mendekan  kebenaman  materiel.  dalah  kebenaran  yang
selenghaplenghkapnya darl suwatu perkara pidana dengan menerapkan acara pidana
secara fujur cdan tepat (Trsan, 2005)
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Penanghkapan takih salah satu upaya preventive drike vang merupakan bagian
darl mekanisme sistem peradilan pidana {crimingl justice systent) dan menjadi
paracdigma  penanggulangan  kejahatan terorisme  di [ndonesia. Upaya
peranggulingan kefahatan teronsme ditopang dengan sistem peradilan pidana
rerpadu/integral (sistem peneggakan hubum pidana) yang dapar dilihac dar tiga
aspek, vaitw: a) substansi hukum, strukour hukum, dan budaya hulum (Anakorta,
2019). Ketige aspek terschut memiliki hubungan erat dengan proscas pencgakan
hulium, sebab tindaban peranghapan ialah hukum acara pidana (hulwm pidana
formil j yang menjadi hagian dari sspek substansi hubum (pidana). Densws 88 AT
dan pengaclilan negerl lakih serukure hubum {pidana) dengan hewenangan untuk
melaksanakan substans hulum proses dan mebanisme peranghapan, secdangkan
buclaya hukum (pidana) klab stkap perilaku hukum yang ditonfukan oleh Densus
88 AT dan Pengadilan dalam mebksanakan proses dan mekanisme penanglapan
rercduga teroris,

Telah disebutlan di atas definisi penangbapan berdasarkan Pasal 1 angla 20
KUHAP, dan hahwa penanglapan merupaban bagian dart penegalean huboum atan
dapat kra sebut sistem pencgakan hukwn plclana, Dalam hal inl, tindakan
perangkapan terduga terors oleh Densus 88 AT merupakan bagian dart area actied
enforcomont. Joseph Goldstein dalam teori penegaban bulumnya membagi proses
penegakan hukum ke dalam tiga area hesar, yaitu: roral enforcement, full enforcement,
dan acrul enforcenient, {Dellvana, 1988) dengan masing masingnya memiliki ruang
linglcup vang dibatasai, disebut arca of no enforcoment,

3L Towal Enforcement

Total enforcentent yaitu ruang lingbup penegakan hukum pldana scbagaimana
vang dirumuskan odeh hulium pidana substancifl (substantive faw of crime ). Penegakan
hukum pldana secara tetal inl tidak munghkin dilakukan sehab para penegak
hukum dibatast secira ketar oleh arumn Hukum Acam Pilana, yang antara lain
mencakup aturan penangkapan, penahanon, penggelediahan, penyitaan, dan
pemeriksaan pendahubuan. Hukum pidana substantif memberdkan barasun.
barasan, misalnya dibumhkan adwan terlebih dabolu sehagai syarat penurepan
pada defile-delik adwan {kaeche defichiten ). Buang lingborp yang dibatasi inilab yang
disebut aredof no enfimcement

Pada area imi, walmpun Densus 88 AT memiliki kewenangan untuk
melakuban penanghapan terhadap terduga teroris, namun tetap harus mengacn
pacla hukum acara piclana baik yang vertuang i dalam KUHAP mavpun undang -
unclang pemberantasan tindak pidana terorisme, berupa beberaps ketentuan
dalam rumusan Pasal 28 UU RI Nomor 5 Tahun 2018 yaitu, sebagab berikur: (a)
tentang syarat sah dilakukannya pemsangkapan; (k) jangka wakeu dilakukannya
penangkapan: (o) pelaksanaa penangbapan dengan menjunjung tingei prinsip hal
asasi manusiz; dan (d) mengancam pidana terhadap sedap penyidik yang
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melanggar prinsip hak asasi manusia. Khosus Pasal 28 ayar (1) UU RI Nomor 3
Tahurgg (18 merurmnskan bahwa, penvidik dapar selabulam penamgbapean terfda) Seriaj
Orang yang diduga melafukan Tindak Pidong Terorisme berdasarkan Buked parmulown vang
et nninnf jomgka waker paling famd 14 fenpar befosh e Hal & acas mensgashan dua
hal, perrama, babwa penangkapan tanpa “bubtl permulaan yang cukup” delak
dapat dilaksanakan; dan Fedfee penyidik Densus 88 AT memiliki “masajangha
wakru dilakukannya penanghapan selama 14 har”

Perihal diperolehnya “buke permulban yang cubup”, herdasarkan Fasal 26
ayat (1} LU BRI Momor 13 Tahun 2003, penyidik Densws 88 AT dapat menggunakan
*setiap laporanincelijen”, vang mana dalam Penjelasan Pasal 26 ayac (1) discbuthan
bahwa, “laporan intelifen adalal faporan vong beriaitan dengen masalef-maseleh keamanan
nastonal Laporan inelijen dopar diperafeh dart Departemen Dalam Negert, Defrartemen Luar
Megerd, Deparecmen Pertahanon, Departeme Kehalinan don HAM, Departemen. Kenangon,
Kepolisian Negaro Republik lndoresia, Tentora Nasional Dndoncsia, Kojuksaom Agung Republik
Indonesia, Badan Tntelijen Megara, ara instang lain yang terfain” Setdap laporan intelijen
ticak dapat serta merta langsung digunakan schagai alat bukei {landasan hukum
tincdakan penangkapan karena harus melahui proses pemeribsaan akat bukei secara
rertutup yang cilakukan paling bima ciga karl oleh KatnaWalkil Ketua Pengadilan
Negerl. Jika kemudian dalam pemeriksgan pengadilan elah diterapkan adanya
bukt  permulzn yang cukup, maka Ketua Pengadilan  Negerl  segera
memerintahkan difaksanakannyva pepidikan, Hal dimakswd meropakan mandat
dari Pasal 26 ayat (2). (3}, dan (4) Undang-Undang R1 Nomor 15 Tahun 3003
tentang Femberantasan Tindak Fidana Terorisme.

Selain laporan intelijen yang “bersifar khusus™ sebagal bukri permulaan yang
cubup, hakim harus tetap mengacu kepada Pasal 184 KUHAP, dimana
meisyarachan adanva alar bk, vaiow (o) kererangan sabst; (B) beterangan ahli;
(o) surat; (d) perunjuk; dan (e} keterangan terdalgss. Pasal 27 UL RI Nomor 13
Tahun 2003 fuga telah merumushkan jenishencuk @t bule dalam tindale pidana
terorisme. vang meliputi: {a) alat bulei imana dimabsud dalam Hubom
Acara Piclana {Pasal 184 KUHAP cli aas); (bhalat bubed bin berupa informasl yang
diucapkan, dikirimlan, dicemia. atan distmpan secara elekmronik dengan alar optic
atau yang serupa cdengan itu; dan () data, rekaman, atau (nformast yang dapat
dilihar. dibaca, danfatau didengar, yang dapat dikevarkan dengan atan tanps
hantuan suatu sarana, baik yang tertuang di kertas, benda fisik apapensclain keras,
atau wvang terebam secara clekeronile, termasule cerape tidak cerbams pada: 1)
tulisan, suara, ataw gambar; 3} peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 3) hooof,
tanda, angha, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami
oleh orung yang mampu membaca atau memahaminga,

Dapat clilthar babwa karena tndak plelana rerorisme merupakan dndak
piclana khusus, maka hukum pidana substantif, baik marertl mawpun formil juga
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memiliki sifar kekhusosan yang berbeda clari cindak piclana umum. Hal ink seswa
dengan aclagium yang cdiungkapkan oleh Prof Muladl, babwa dncak pidana
cerorisme adalab  kejahoran her Basa atan  estrooedieary orime sehingga
memburuhlan pula penanganan yang uar hiasa arau evrraordinary megsures {dalam
hal penegakan hukum pidana). Tim Penywsun Naskah Akademik RUU Perubahan
UL BT Mermor 15 Tahun 2003 mengarcikan kejaharan luae biasa acan exrea ordimaey
crime adalah pelanggaran berar HAM vang meliput crimes: egainst humanity dan
genotde (sesuak dengan Statuta Roma 1998), Tindak pidana cerovisme dimasukan
dalam extra ordinary crime dengan asalan sulftnya pengunghkapan karcma merupakan
kcjahatan tromsboundary atau lintas batas negara dan melibatkan jaringan regional
bahkan inrernasional {Badan Perabinaan Hubuom Nastonal, 2001,

Batasan-hatasan yang dilikukan olech Hulum Acara Fidana dapar dikarakan
merwpakan bagian dar wea of moenforoommt yang dipengaruhi aleh fabeior hulum
itw sendir, yalon Hukum Acara Pidana sebagal hukum formil dari hukum pidana
matertl Soerjono Soekanco, menyebutkan bahwa masalah penegakan hukum
sehenarmya terletak  pada fakror-fakcor yang memunghinkan  uncok
mempengarunhi-nya (pencgakan hubum b sendir),  Fakor-fabvor  teesebut
mempunyaiarti yang netral, schingga dampak positil stau negatifnya terletak pada
isi faktor-faktor terschut. Beliau menyebuthan Bma fabtor yvang mempengarehi
penegakan hukum, yaitw: 1) faktoe hukum; 2) faktor penegak hubom (aparat
gakum), 3} fakror sarana dan fasilivas; 4) fakeor masyarakar, dan 3) fakvor
kebudaysan (Sockanto, 2004). Kelima fakeor ind jika dilibar dar sudur pandang
teor pepegakan hubum |osep Goldstein, maka kelilma-nya (Fabor-fakeor)
merwpakan fakeor yang dapat dimasukan dalam ares of noenforcement karena dapat
memberikan hargsan yang netral, baik itu positif mavpun negarif dalaim upaya
penggakan hukum, khususnya rerhadap dneak piana wemorisme.

32 Full Enforcement

Seelub rosal enforcemens dibarast aleh aregofnoenforcement vang terdivi cari Hima
faketor penegakan hubum, khusosnya fabeor hobom, wpaya penegalan bukum
vetap ditanjurkan dan fokus pada area full enforcement, dimana Densus 88 AT capar
melabukan  penegakon  hubum secara maksimal Namun, pelaksanaan full
erforcement, membutuhban diskresi, yaitn kewenargan untuk bertindak demi
kepentingan umum berdegarkan pentfakan sendie. Kewenangan diskres] Densus
88 AT didasarkan pada Pazal 18 ayat (1) UL Bl Momor 2 Tahun 2002 tentang
Kepodisian Megara Republik Indomesia, vang merumuskan  bahwa, “Link
feepencingan wmum pejabar Kepolisian Negora Republif Indonesio dalam melaksanakan ouges
don wewenagrve dapat berdndak senirut pen ot sendin.” Adapun dalam Penjelasan
Pasal 18 ayar (1) dischutkan bahwa “Yang dimahsud dengon “hertindak - memire
penilatanmea sendirt” adalah suaru tindakan yang dapar dilaleukan oleh anggota Kepolisian
Megara Republit Indonesio yang dalam bertindal harus mempertimbarglear manfaar serma
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resiko dari pindakanva dan berul-beml wnrak kepentingan umam” Pasal 1 anghka 7 UU
Kepolisian mendefinisikan  kepentingsn umum vaitu, adalah  kepetingan
masyarakar dan/atau kepentingan bangsa dan negara deme teraminnya keamanan
dlalam nmegeri.

Diskrest adalah aspek vang acda di mana-mana dan sah dard per-polisian
maodern, meskipun cakupan dan barssannya kurang dipahami (Bronin & Stenning,
2010} Daskrest dapar diterapban dakam semua linghup tugas kepolisian baik dalam
rugas represif atan penegakkan hukum maupun preventif atan pencegaban berupa
pemeliharzn ketertiban masyarakat, (Saputre, 2005} termasuk dalam penegakan
hukum tindak pidana terorisme. Blad's Low Dictionary memberikan beberapa
dlefiniad clisberesd, vaiow anraea badne (1) Wise condier @i shamagement; courfons discermment:
Jrrvadences {20 Indevichoa] padgrmtent; the poweroffree decision-naking.” Dalam konteks hukum
pidana, diartikan schagai “4 public officiel’s pover or right to ot incortain circunestances
acearding to persnal fudgment and comscience, often i an official or representative capaciry.
Alsa termed discretionary power” (Gardner, 2009, Dapat dilatakan bahea diskresi
merupakan kekuasaan ataw hak pefabat publik untuk bertindak dalam keadsan
tertenty menurut penilaian dan hat noraninga, seringlali dalam kapasitas resmi
atau perwakilan Juga disebur kekuasaan diskresioner.

Para ahbi kepolisizn telzh menunjukkan, bagaimanapun, hahwa pebefaan
polist pada dasamya bersifac diskrestoner dalim arti melibathan pelaksanaan
pilihan atau penilaian. Hal demikian senada dengan vang pernah disampaikan oleh
Scjarawan kepolisian, Mark Finannce, Beliou erpendapar bahwa, “scriap tinglar
pekerpaan polisi, rerutama di tingkar mikro, melibatkan pilihan dart petugas
polish.” (Finance, 1990} Sarjana hukum publik erkemuka lainnya mengamar
dengan mada yang sama, bahwa pollsh memiliki seranghaian kepurusan vang luas,
“whether to imecstigare, 1o question, 60 szgrch, to arrese, o caution, t ciarge, o prossaiee; what
charge b hring, whether fo negotiate over peas and ather matters and which judge or bench of
magistrares topur the case before,” {Galligan, 2009),

Diskresi menjacdi objel penelition dan stodi serius oleh penelitd polisi di
Amerika Seribat pada 1960-an. Goldstein, yang mengunghkapmitas “full enforcement”
atau “penegakan hukum penuh’ darl hukum picana, menggambarkan diskresi
polish berlaku untuk bidang-bidang berkur: (1) memilih tujuan; (2) memilih
metode intervensi; {3) memilih hagaimana membiang kasus; (4) memilih tindakan
imvestigasi; (3} memilih prosedur lapangan; dan {6} menerbitkan izin dan lisensi
(Goldstein, 1977). Berdasarkan pendapat Goldstein, Densus 88 AT dapat
menggumaban diskresinya untuk “memillh™-tujoan, metade intervensl, bagaimana
membuang kasus, tncakan investigast, prosedur lapangan, dan menerbitkan izin
atau Bsensi guna melaksamakan tiap tahapan dalam proses ik dan sdil pada
perkara tindak pidiana terorisme.
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3.3, Acrwal Enforcemenr

Area vang teekhie ialah sanal enforcement, yang ap mor o realistic
expectation karena adanya  keterbatasan-keterhatasan dalam bentuk  walow,
personil, alat-alar imvestigash, dan sebagalnga, yang semus o mengakibatkan
keharusan dilakubannya diskres] atau disererion, dan sisanyalah yang kemuclian
dischut dengan ectued enforcement. Jika actual enforcement dikairkan dengan enam
bidang diskrest yang discbutkan cleh Goldstein, dishresi yang dilakukan aleh
Densus 88 AT dalam tindakan penangkapan rerduga terorsme dapar dibagi
keclalam g bicling, yaiu: saee, memilih tujuan penangkapan; ke, memilih
metode intervensi; fig, memilih prosedur lipangan. Proses penarghapan terduga
terors olech Densus B8 AT selalu disertal dengan ancaman kekerasan ataw
kekerasan, halk rerhadap petugas maupun masyarakar. Salah satu contohnya yalou
keetiben pada awal Januari tahun 2021 dua orang terduga terors | dari tatal 20 arang
terduga teroris yang ditanghkap) ditembab mati olch Densus 88 AT saat akan
melakuban penanghlapan terhadap kedoa-nya di kota Makassar, Subvwesi Selacan
(Hirmawsin, 2020

Tentang tujuan penangkapan, Hukum Acara Pidana rtelah merumuskan
bahwa penangkapan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan penuntucan
dan atan peraclilan. Tujuan yang hendak dicapal tersebur sewakiru-walou dapar
beruhah ketika petwegas Densus 88 AT berhadapan dengan terdugs teroris yang
melakuban ancaman kekerasan atau keberasan yang membahayakan jiwa petugas
maupun masyarakat. Ketika berada dalam situasi demikian petugas Densuos 83 AT
diwajiblian mengpunakan kewenangan diskresi “memilih™ antara melakukan
tinclakan  penanghkapan  atau  melumpubhkan  teeduga  reroris  agar tidak
membahayakan perugas dan/atau masyaralar

Tujuan vang dipilih, baik untuk menangkap ataupun melumpuhkan terduga
teroris dilanjuthan dengan memilih metode intervensi. Densus 88 AT memiliki
wewenang untuk memilih metode intervens: de menggunakan keluaran
kepalislan berdasarkan Perturan Kapoelrt (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Keluatan Dalam Tindakan Kepalisian, Berdasarkan Pasal | angha 2.
“Tindakan Kepolisian adalah upave pakse dan‘arau tiedakan lain yang difakuber secara
berfangrung jowab monent fikuem vang berlabn antek mencegah,  memghambar, o
inerghent ikon rimdatin pelaa kedharan vang meiaman besclamaan, ara memhahavd i
fiwar v, fererar Berade, oo kehormaran besustfaan, g mewagndbon reeib dan pepabinva
farkem serta fernnanya ketentramen dalem masyarakat.”

Penpgunaan kekuatan oleh Densus 88 AT keriba berada dalam kondis
sehagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 2 Perkap Nomor | Tahun 2009
bertujuan untuk: {a) mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku
krjahatan ataw tersangha yvang sedang berupaya atau sedang melabukan tindalan
vang bertentangan dengan hubum; (B) mencegah pelabu kejehatan ataw cersangka
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mefariban dirt arau mekibukan tindakan vang membahayakan anggoca Polrd acau
num‘amhua{tj meindungl dirk atan masvarakar dar ancaman perbuatan atan
perbuatan pelaku kejahatan atan tersanghks yang dapat menimbulkan luka parah
atau mematikan; atau (d) melindungi kehormatan kesusilaan atww harea benda dird
sendiri atau masyarakat dari serangan vang mefawan hak danfatau mengancam
Jiwva sl

Pasal 3 agat (1) Perkap Nomor gelabun 2009, Penggunaan Keluatan oleh
Polrt cerdin dart enam tablopan, valo (apabap 1 kebowaran vang memilibd dampmal
deterrent'pencegahan; (b) tahap 2, perintah lisan: () tahap 3, kendall tangan kosong
lunak: {d) rahap 4, kendali rangan kosong keras: {¢) tahap 4. kendali senjaca
cumpul, senjara kimia {gas air mata, semprotan cabe ataw alat lain sesuai scandar
Polet), cdan () tahap s, kendali dengan mengeumakan senjata aplata alat labn yang
mengentikan tndakan atau perilaku pelaby kefahatan atau tersangha yang dapat
menyehabkan luka parah ataw kamacan anggota Polri atam anggota masyarakar
Perlo digarishawahi bahwa, pengertian ‘twhap’ di sini buban berarti sesuatm vang
harus berurutan [Erut:ﬂﬁn. 2014). Pasal 3 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009
menugaskan kepada “Anggeta Pelri forues memilih cokajpon penggumaan kekudton
sehagaimana dimaksued ayar (1), sesnat tinghatan bahaya ancaman dari pelakn kejaharan ata
versareghin dengom memperratikan prinsp-prinsip schagerimana dimofswud dalam Pasel 17 Pasal
3 Perkap yang sama mendasarl penggunian kebwatan kepolsian pada enam
prinsip, yaine legalivas, nesesiras, proporsionalicas, kewajiban umum, prevenif,
dan masuk akal {reasonahlc).

Setelah tujuan dan metode intervensi, langkah berilutnya vaitu memilib
progedur lapangan. Densus 88 AT mendasart prosedur lapangannya dengan Perkap
Nomor 23 Tahun 2001 wentang Prosedur Penindaban Tersanghka Tinclk Pidana
Terorisme Pasal 1 angka & mendefinisikan penindakan tersanghka dncak pidana
erorisme  gaitu. Cwdelah  seranghaion  tisdaken  wpave  pekse  vang  melipa
penetras, pelumpuiam, penanghapar; oeggelzeahan, dan peryitacn barang buleté yang difalufan
berdasarkan bukti permulaan vang culup revhaday Tersangha Tindak Pidama Terorisane”
Perkap ini bertujuan vaitw sehagai pedoman dalam melzbsanakan penindaban
tindak pidana terorisme secara professional dan dapat dipercanggungjowahlan
secara hukum Perkap inl didasad demgan lima peinsip. valne: legalitas,
proporsional. keterpaudan, nesesitas, dan akuntabilicas.

Oleh karena Perkap Nomar 23 Tahwn 2001 dikhuenskan uncuk penndaban
tersangha tindak pidana terorisme, maka Perbap memilild dua kategori dan
txhapan penindakan, vang meliputi: {a) penindakan terencana (deliberate gssault);
dan (h) penindakan segera (emergemoy essaulf). Fasal 5 ayar (1) Perkap tencang
Penindakan Terencana (Deliberare Assnlry, dilalksavakan dengan: (2) wakmu
peraiapan yang cukup; (b)) perencamian yang  haik schelum  melakukan
penindakan; (o) difaksanakan bricfing/pengarahan secara detail; (d) simulasi
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penindakan ataw glad bipangan; dan (e) menghadirkan seluruh sumber daya yang
diperfuban di TKP sehelum pelaksanaan peninclakan Pada ayac (2), Penincdaban
Segara {(Emergency Assaulr) dilaksamakan dengan pertimbangan: (a) wakiu
peraiapan lebib singkat; (b)) sitoasi darwrat; (o) situesi kootijenst; dan {d)
pertimbangan keamanan tertentu,

Pacla area actual enforcement, Densus 88 AT dihacaphkan dengan tiga bidang
dikresi yang mengharuskannya untuk memilih tahapan apa yang akan dilakokan
berdasarkan  penilatannya sendini  dengan  mempertimbanghkan  ancaman
kekerasamaran  keberasan yang mengancamn jiwa para perugas  dandaau
rraasyarakar sebirar, Tiga biclang diskrest dimaksoud, vaion memibih tupuan, merode
intervenst. can prosedur lapangan dalam dadakan pemanghapan terduga
LEraFSme,

4. KESIMPLILAN

Istilah “terdakwa tidak dikemal dalam Hukum Acara Pidana {Sistem
Peradlilan Piclana ), Ketentuan hukum o Tndorestn, dalam Kitab Undang-Undang
Hubwum Acara Plelana (KUHAP) ridak mengenal tstilah ‘terduga’. Namun iscilab ind
banyalk dipakai oleh aparat penegak hubum, khususnya dalam penegakan hubum
pemberantasan tindale pidana teromsme. lstilah ‘terdipa” sehenarmya sangat erat
kaitannya dengan lstilah ersanghe’, sehingga terminologi sebemarnya yang tepat
untul menyatakan seseorang diduga melabubkan tindak pidana adalah tersangha.
(leh schab itw, penggunaan istilah ‘terduga’ sama saja dengan isdlah tersangho’. Hal
demikian dikarenakan keduanya merupakan pacanan kara untuk menggambarkan
slmmst clan bonclisl tentang sesuanw'sescomng vang masth dalam perkirom argzenan;
kettclakpastion, keraguar: perselisthan-melakukan soatw rindak pidana. dalam hal ind
rindak pidama terorisme. Mamun, demd dan untuk kepastian hukum, malka iscilah
g et itk digomakan valoe tersangla, bulan terdabown,

Decasemen Khusss B8 Anti-Teror (Densus 88 AT) lakah kesatuan khusus
vang terdirl cdart empar bidang fungst kepolisian dalam Kepolistan Negara
Republik Inconesia, yang diberikan tugas khusus dan wewenang penegakan
hukum rindak pidana cerorisme demgan E:I:npgun::k:ln upaya paksa berupa
penangkapan terduga teroris berdasgaian Undang Undang R1 Nomor & Tahun
1981 tentang Hukr.a Acara Pidana, Uncang-Unding BRI Momor 2 Tahun 2082
tentang Kepolistan Negara Republik Indonesia, dan Uncang-Undang R1 Nemor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang -Undang RI Nomeor 13 Tahun 2003
rentang Pengesahan Peraturan Pemerineah Pengganci Undang Undang 11 Nomar
1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang. Sclain kewenangan atribusi tersebut, dalam penegakan hulom tindak
picana terorisme, tu‘nnh‘uk penanghkapan terduga teroris, Densus 88 AT dibelali
dengan Perkap RI Nomor | Tahun 2009 rentang Penggunaan Kekuatan Dalam
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Tinclakan Kepolisian dan Perkap RI Nomor 23 Tahun 2001 entang Prosedur
Penindaban Tersangha Tindak Pidana Temrisme

Diihat duri perspeknif teorl penegakan hukum Joseph Goldstein, Densus 83
AT memilikd tign arca pencgakan hubum yaitw: fosal enforcement, full enforcemont, din
actl enforcoment. Secam umum, dalam kenyvataannya, foral enforcemene tidak dapar
dilaluban secora toral karena acdanya salah sanu dorl lima fakoor penghambar
penegakan hukum, yaitn: faktor hukum, Dibatasings penegakan hubum total
mengharnskan Densus 88 AT pelaksanaan fullgpforooment dengan mencaati seciop
aruran hubum acara pidana, balk vang aca di dalim KUHAP maapun dalam UU
Pemberantasan Tindak Pldana Teroreme. Mamun, dalaim kenyatganmea Densus B8
AT juga dihaclaphkan dengan berbagai sicuesd dan Kondis] vang menummimya untul
melakukan diskresi-memilih (tiga bidang) tindakan berdasarkan penilaiznnya
sendiri kerika berhadapan dengan ancaman keberasan atan keberasan yang
mengancam jiwa petugas danfataw masyarakat sekitar Tiga hidang diskresi
terschut, yaitu: memilih tujuan, metode intervensi, dan prosedur bpangan dafam
rinclakan penangkapan terduga terorisme. Area dengan situasi dan kondisi yang
demikian inilah vang dimaksad dengan aeanal enforcentent,
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